BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan apa yang menjadi jawaban
dari peneliti mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perkawinan
Anak di Bawah Umur yang ada di Desa Puncak dan Akibat Hukumnya.

1. Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur yang ada di Desa Puncak, dari
tahun ketahun selalu mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh faktor-
faktor :

a. Faktor Pendidikan

b. Faktor Lingkungan (Pergaulan Bebas)
c. Faktor Keluarga

d. Faktor Sosial

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perkawinan Anak di
bawah umur, yakni :

a. Perkawinan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sebab tidak
melalui Dispensasi Pengadilan.

b. Tidak dikeluarkannya bukti autentik berupa Akta Nikah, sehingga akan
mempersulit untuk pembuatan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan lain
sebagainya mengenai hal keperdataan yang harus dicatatkan di kantor catatan

sipil.



h.

Anak hasil dari perkawinan di bawah umur tidak berhak atas warisan
Bapaknya, hubungan mewaris yang diperoleh anak tersebut hanya hubungan
mewaris antara anak dan ibunya (pasal 43 UU perkawinan dan pasal 100

KHI).

. Hukum vyang diberlakukan jika ada anak yang mengalami masalah

dikarenakan menikah di bawah umur.

Dari sudut Norma kesusilaan, akibat hukumnya banyak orang yang akan
mencela karena melakukan perkawinan di bawah umur.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bisa
dibatalkan bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan

pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

. Mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi yang berakibat pula pada kematian

ibu hamil yang cukup tinggi.
Mempengaruhi kesehatan bagi janin dan ibu hamil.

Menyebabkan perceraian di usia muda.

b. Saran

1. Perlunya kesadaran diri dari masyarakat terutama anak-anak remaja untuk

membatasi pergaulan bebas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perkawinan di

bawah umur yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian di usia muda

karena, keduanya belum memiliki kematangan jiwa dan raga.

2. Perlunya peran Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Kabupaten Gorontalo dan peran serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH)



Universitas Negeri Gorontalo dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Desa Puncak, guna untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan anak di

bawah umur.
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